GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR WHTAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM
PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa wuntuk menjamin objektivitas, transparansi,
kelancaran dan tertib pembentukan dan pelaksanaan
penilaian serta penetapan angka kredit jabatan fungsional
di ingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu
diatur Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai,
Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Penetap Anglka Kredit
Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat;

Bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum
terhadap tata cara pembentukan dan tata kerja Tim
Penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Penetap Angka
Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Gubermur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan dan
Tata Kerja Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat
Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1106};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan = Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398},
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparafur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, {Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomeor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi DBirokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan
Fungsional {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 834},

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 9);

Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Berita acara Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2016 Nomor 123) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2019 Nomor 67);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA -~ CARA

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI, SEKRETARIAT -
DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT = JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

~ BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perﬁbianfa:; o o
Gubernur dan Dewgn Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyeélenggaraan urusarn

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Dinas Daerah;

Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Lamnya dan’ Satuan Pol131

Pamong Praja.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD ads]ah Badan_z-_.__-.:. S

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. -
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabaian o

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsmnal yang g

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tértentu.

Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah tim penilai yang d1benmk dan ditetapkan = - S
oleh pejabat yang berwenang dan bertugas meénilai- prestasn ker_]a dan

menentukan angka kredit jabatan fungsional.

Sekretariat Tim Penilai yang selanjutnya disingkat STP adalah T1m yang
mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Tim' Pemlai J abatan.:. =

Fungsional.

Pejabat Penetap Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan Hasﬂ:*i'_:_::.i::_'.::':_ _'

Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsmnal

Angka Kredit adalah nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butlr_:if
kegiatan yang harus dicapai oleh Jabatan Fungsional dan d1gunakan sebagaz_-_f"_.;__:

salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan Jabatan/pangkat SRR R
Hasil Perolehan Angka Kredit yang selanjutnya. chsmgkat HPAK adalah’ hasﬂ'_"

penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional pada periode sidang yang ditetapkan | ﬁ:_"_i'; -
oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional setelah pelaksanaan s;dang dan dztuangkan :

dalam bentuk tabel penilaian.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasﬂ penﬂalan_::;:}"f_ s
yang telah dilakukan oleh Tim ‘Penilai Jabatan Fungsional dan’ d1tetapkan olehr.}f_:i_rf e

pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit J abatan Fungsmnal

Daftar Usulan PAK yang selarjutnya disingkat DUPAK adalah daftar penﬂmanf--'f_-_.;'
Angka Kredit Jabtan Fungsional berdasarkan kegiatan yang dﬂakukafl oieh':

jabatan fungsional tersebut dalam jangka waktu tertéentu.

Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan angka kredlt da_n hams:-_ _' .. S

dihadiri oleh anggota Tim Penilai.

Berita Acara Rapat Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya dasebut BAPAK.?" f_.:'”“:’

adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangam seluruh
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Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka: -kfédit, untuk

ditetapkan menjadi SK Penetapan Angka Kredit.

Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah hasil pengu}mran_' -
kerja dan perilaku yang dicapai PNS dalam 1 {satu) tahun anggaran. '

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENE’I‘AP :-

(1)

(3)

(4)

{2)

ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional
Pasal 2

Tim Penilai JF dibentuk pada PD yang melaksanakan fungsi Pembentukan sz : o :

Penilai JF di bidang JF.

Pembentukan Tim Penilai JF sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh' x :

Gubernur.

Masa jabatan anggota Tim Penilai JF paling lama 3 (tiga) tahun dan- dapat S

diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

Usul pembentukan Tim Penilai JF disampaikan oleh' Kepala PD yang menjadzlf--_..;:’;‘:._--:.'-;_f 5:: f

unit pembina masing-masing JF kepada Gubermur,
Susunan keanggotaan Tim Penilai JF terdiri daxri:
a. seorang ketua merangkap anggota,

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 3 {tiga} orang anggota.

Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai JF sesuai dengan: ketenman Peramran_.--' o b

perundang-undangan.

Format Keputusan Pembentukan Tim Penilai JF sebagaimana tercanitum: dalam G
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peramran Gubemur' e

ini.

Pasal 3

Dalam hal terjadi mutasi pindah dan/atan mutasi jabatan anggota ‘um pem}al

harus dilakukan perubahan keputusan Tim Penilai.

Perubahan Tim Penilai JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂetapkan' o

dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua _
Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional
Pasal 4 -

Pembentukan STP JF ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubemur
STP dibentuk pada PD yang menjadi unit pembina masmg—masmg J F
Susunan keanggotaan STP terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Ketua;

b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan

c. Anggota serta dapat melibatkan PNS PD lain.
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(4)

{1)

Masa jabatan anggota STP selama 1 (satu} tahun anggarandan da'patf: St

diperpanjang pada tahun anggaran selanjutnya.

Tugas pokok dan fungsi STP JF sesual dengan ketentuan Peraturan: pez‘undang—_: e

undangarn.

Format Keputusan Pembentukan STP JF sebagaimana dimaksud:pada. ayat {1)' R o

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terp1sahkan darlﬁ 1 
Peraturan Gubernur ini. o
Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Penetap Angka Kredit
Pasal 5

Pejabat Penetap Angka Kredit dltetapkan dengan Keputusan Gubemur '

Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Kepala PD yang ‘menjadi umt pembmaf' B

masing-masing jabatan fungsional.

Kepumsan Pejabat Penetap Angka Kxed&t d1sampaﬂ{an kepada Kepala Badan o

Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Format Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana tercantum. dalamf R
Lampiran III yang merupakan bagian tidak. terp1sahkan dari Peramran%},‘-?;_.: b

Gubernur ini.

Pasal 6

Dalam Hal Terjadi mutasi jabatan Pejabat Penetap Angka Kredli harus’E 3-
dilakukan perubahan terhadap Keputusan Pejabat Penetap Angka Krecht yang

telah ditetapkan.

Perubahan Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dnnaksud pada ayat (1):2' e

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Perubahan Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit dmampalkan kepadai:.-:.-'
Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala - Kantor - Reglona} Badanf-_ S

Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.-

BAB III
KELENGKAPAN ADMINISTRASI DUPAK
Pasal 7

Setiap PF wajib mendokumentasikan seluruh satuan hasil keg;atan yang
dimiliki dan menyusunnya ke dalam DUPAK, A

DUPAK wajib disusun paling lama 1 (satu) tahun.
DUPAK harus diisi oleh Pejabat fungsional ke dalam DUPAK Onlme

Dalam hal DUPAK online belum tersedia/rusak/tidak berfungsz, DUPAK d1buat
secara manual. o

Berkas DUPAK yang diajukan terdiri dari:
a. pAK atau HPAK teralkhir;
b. dokumen PPK 1 (satu) tahun terakhir; dan

c. bukti kegiatan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan., - - LR

L
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6)

(7)

Pejabat Fungsional menyampaikan DUPAK kepada Kepala PD untuk diusulkan
penilaiannya.

Format DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 8

Tahapan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terdiri dari:

m e a0 TP

{7)

pengajuan DUPAK;

rapat Penilaian DUPAK;

rapat Pleno Penilaian DUPAK;

pembuatan Berita Acara Rapat Pleno Penilaian DUPAK;
penetapan HPAK dan PAK; dan

penyampaian HPAK dan PAK.

Pasal 9

Penilaian Angka Kredit dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 tahun dan paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penilaian Angka Kredit dilakukan Minggu Pertama Bulan Januari untuk periode
penilaian Juli sampai dengan Desember dan Minggu Pertama Bulan Juli untuk
periode penilaian Januari sampai dengan Juni.

Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai.
Anggota Tim Penilai dapat menilai lebih dari 1 (satu) DUPAK.

Penilaian DUPAK harus sudah diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
rapat penilaian dilaksanakan.

Dalam hal terdapat kekurangan bukti pendukung kegiatan, Tim Penilai harus
menginformasikan kekurangan bukti pendukung kegiatan kepada STP,
selanjutnya STP meminta dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat
Fungsional yang bersangkutan.

Penyampaian kekurangan berkas disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 10

Penetapan hasil penilaian angka kredit, dilakukan pada Rapat Pleno Penilaian.

Rapat pleno dilaksanalkan paling lama minggu keempat Bulan Januari untuk
periode penilaian Juli sampai dengan Desember, Minggu keempat Bulan Juli
untuk periode penilaian Januari sampai dengan Juni.

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadirkan unsur
dari BKD.

Hasil penilaian dianggap sah, apabila Rapat Pleno paling sedikit dihadiri oleh
2/3 {dua per tiga) dari keseluruhan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional.

KARO #
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(1)

(2)
(3)

Hasil rapat pleno penilaian angka kredit sebagaimana d}.maksud pada ayat (1) Lo
dituangkan dalam BAPAK, sebagaimana tercantum dalam LampIran IV yang S

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pejabat Fungsional yang angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenalkan :' ke
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi ditetapkan PAK yang dztandatangam olehf' o

pejabat penetap angka kredit.
PAK harus diisi oleh STP ke dalam PAK online.

Dalam hal PAK online belum tersedia, naskah PAK dibua_t'seca'ra:ménuél-{fdaﬁ?i:'_f;'
apabila PAK online rusak atau tidak berfungsi dapat diganﬁkan' secara manual. -
PAK ditetapkan paling lambat mmggu keempat bulan Januarl untuk penode'j_'-_--f--'

penilaian DUPAK bulan Juli sampai dengan Desember dan mmggu ‘keempat . - i
bulan Juli untuk periode penilaian DUPAK bulan Januari sampal dengan Jum;_f' =

sebanyak 7 (tujuh) rangkap.

Format PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat - berdasarkaﬁ :

Peraturan perundang-undangan.

Asli PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disampaikan kepada. I{epala ]
Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Reglonal A% Badan Kepegawalan

Negara dan tembusannya dmampa;tkan kepada Instansn terkalt mehpu’a

a. Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebanyak 1(sam) rangkap, EREE B
b. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional sebanyak 1 (satu) rangkap, SEEEI e b

c. Kepala BKD sebanyak 1(satu) rangkap; dan R
d. Pejabat Fungsional yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) rangkap e o

Pasal 12

Terhadap Jabatan Fungsmnal yang mengatur penggunaan HPAK Dalam hal ;
angka kredit belum mencapai:yang dipersyaratkan kenaikan gabatan/ pangkat Sty

diterbitkan HPAK yang ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
HPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan’ pemndemguundangan

Asli HPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disampalkan kepada Kepalaf}_'.. .
Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawa:ianf}

Negara dan tembusannya disampaikan kepada Instansi terkaut terdm atas

a. Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebanyak 1 (satu) raﬂgkap, S _- L
Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional sebanyak 1 (satu) rangkap, S

b.
c. Kepala BKD sebanyak 1 (satu) rangkap; dan S
d. Pejabat Fungsional yang bersangkutan sebanyak 1(satu rangkap
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BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dzundangkan

Agar seuap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturani L

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita: Daerah’ Provznsx Kalunantan_:_

Barat.

Ditetapkan di. Pontianak . = .
pada tanggal ~Zd Tell o

P GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ¢~

Diundangkan di Pontianak

3

pada tanggal 74 AR

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

g

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR ¢

4




LAMPIRAN 1
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAIL
SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI :

KOP GARUDA

KEPUTUBSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : ........ [ APD)..[..(Tahun SK dikeluarkany..

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ...(NAMA JF)... DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

a.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian Daftar Usul
Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ..... (Nama JF)....
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, periu
membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsionatl ..... {Nama JF)....
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Anggaran ... (Tahunj.... ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Penilai Jabatan
Fungsional ..... (Nama JF).... di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran ... (Tahunj....
periu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Otonom  Provinsi Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 5494);

HARD PRRANGHAT DARRAH
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121};

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
235);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 834);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... Tentang Jabatan
Fungsional .... dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ... Nomor ...};

11. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
....(Perangkat Daerah Tim Penilai dibentuk).. {Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional ..... {Nama JH.... di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Anggaran ..(tahun}... dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas... {diisi sesuai peraturan perundang-undangan).

—— PRMEARARS ABISTEN { BERDA

K1 717 |+
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KETIGA

KEEMPAT

Kepada Tim Penilaz Jabatan Fungsional ... (Nama JF)... di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diberikan honorarium yang

besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan :
ini (opsional jika anggaran tersedia).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Arnggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Anggaran ...(Tahunj.... melalui Dokumen Pelaksanaan Anggalan.f
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) .....(Nama Instansi)....
dengan kode Rekening ...(nomor kode rekening).....

Ditetapkan di .............. '
pada tanggal tanggal, bulan, tahun

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

..... (NAMA GUBERNUR TANFA GELAR};.; o

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ¢ =~

% SUTARMIDJI




CONTOH LAMPIRAN I _ :
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN .
FUNGSIONAL  ...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT ' :
NOMOR : NOMOR...../KODE OPD..../TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM TIM
1 2 3 :
1 .(Jabatan)... Ketua merangkap
" |{Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat).. anggota -~ -
o . (Jabatan)... _ Sekretaris . | -
" |(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..| merangkap anggota
3 ..(Jabatan)... Angsot
"_|~{Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat).. geota
4. |-WJabatanj... ' Aneeota.
" |(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat).. ggota
5 ..(Jabatan)... Angsota
" _1-~(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat).. 1eEota
6. | Dan seterusnya _ Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, -

WAMA GUBERNUR TANPA GELAR)...

KARDO PRRANGKAT DAERAH
HUKLM FEMF&&M!}%

o

il

ABISTEN T .| SEEDA




CONTOH LAMPIRAN [I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ... (NAMA JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT )
NOMOR : NOMOR...../KODE OPD...../TAHUN

DAFTAR HONORARIUM TIM PENILAI

No | FEPUDUKANDALAM BESAR HONORARIUM KETERANGAN
) TIM SETIAP KEGIATAN
1 2 | 3 4
1. | Ketua ...orang x Rp. ....... "~
H .
2. | Sekretaris ...orang ¥ Rp. ....... -~ dibgglzginﬁ?i..
3. | Anggota ...orang x Rp...... .
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
VAMA GUBERNUR TANPA GELAR)...
EARG PERARGHAT DALRAR | ssteTewy |  SERDA
HUEUM PEMRAKAREA //
\ /




LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020 ' 1
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI Lo
SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN STP :

ROP GARUDA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT -
NOMOR : ........ [--(PD]..[..(Tahun SK dikeluarkany..
TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL .. (NAMA JF )
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ' ’

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan'_ G
penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional -~ .
.(Nama JF). .. di Lingkingan Pemeérintah Provinsi® - | -
Kalimantan Barat, perlu membentuk - Sek:retanat Tim Penilai |
Jabatan Fungsional ... (Nama  JF)... ngkungan Ea
Pemenntah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran .
{(Tahunj....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan | sebagannana dlmaksud'f; SR,
dalam huruf a, maka Pembenmkan “Tim Penilai’ Jabatan 7 -
Fungsional  ..... (Nama JF)... ngkungan Pemermtah
Provinsi Kalimantan Barat 'I‘ahun Anggarari .. {Tahun).... §
perlu ditetapkan dengan suati’ Kepumsan P

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembenmkan
Daerah-Daerah  Otonom Provinsi ~ Kalimantan = Barat,
Kalimantari Selatan dan: Kahmantan TH‘IHH‘ (Lembaran _Negar"
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor: 65, Tambahan
Lembaran = Negara Republik ‘Indonesia Nomor = 1106)
sebagaimana telah diubah dengan’ UndanguUndang Nom Loy
Tahun 1958 (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun'
1958 Nomor 62, Tambahan - Lembaran Negara Repubhk’i_--'-' Bl
Indonesia Nomor 1622;

2. Undang-Undang Nomor ’}‘ahun . 2011 : tentang'
Pembentukan Peraturan - Perundang«Undangan (Lembaran'
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 = Nomor 82,
Tambahan = Lembaran Negara. Repubhk Indonema Nomor .
5234) sebagaimana telah -diubah: dengan Undang«-Undang'-__ﬁ
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik:
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara,n
Negara Republik Indonesia Nomior 6398} SR . sl

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatu:t Szpﬂ SRR
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesua Tahun 2014 -~ .
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesza 0 e
Nomor 5494); - : R

KARG PERANGEAT BAERAH | sromonn § SpEDA |
HURUM | mmmmnsy o : e
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  t{entang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
235);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 834);

10, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... Tentang Jabatan
Fungsional .... dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ... Nomor ...);

11. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
....(Perangkat Daerah Tim Penilai dibentuk).. (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU 1 Membentuk Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional ..... {(Nama
JF).... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Anggaran ..(tahun)... dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA :  Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut ... (diisi sesual
peraturan perundang-undangan)..

HUKUM PEMRAKARS
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KETIGA : Kepada Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional ... (Nama JF)...di =~
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diberikan
honorarium yang besarannya sebagaimana tercantum. - dalam
Lampiran II Keputusan ini {opsional jika anggaran tersedia). _

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan segala biaya vyang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya -Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Anggaran ...(Tohunj.... melalui Dokumen Pelaksanaan ‘Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) .....(Nama Instansil.... -
dengan kode Rekening ...(nomor kode rekening).....

Ditetapkan di .............. o
pada tanggal tanggal, bulan, tahun

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, -

..... (NAMA GUBERNUR TANPA GELAR)...

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /




CONTOH LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : NOMOR/KODE PD/TAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT -

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM TIM
1 2 3
1 {Jabatanj... Ketua
" |-{Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat).. :
2 ~(Jabatary... Sekretaris
' M(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat).. L
5. |--(Jabatan)... : Angciota
~_|~(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat).. 8eot -
4 |-Wabatan)... ' Anseota
" |~{Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat).. £80
5 ..[Jabatanj... Angoota
"_=—(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat).. BEOLE
6. | Dan seterusnya " Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ~

. {VAMA GUBERNUR TANPA GELAR)... =

HARO PERANGKAT .D&f@%ﬁ &EESTEN i SREDA -
HUKUM ?EMR&R&E}}A
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CONTOH LAMPIRAN 1I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : / BKD / 2019 | '

TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT i

DAFTAR HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PENILAI .

KEDUDUKAN DALAM " BESAR HONORARIUM

NO. SEKRETARIATTIM |  SETIAP KEGIATAN KETERANGAN: © 1

7 2 3 T

1. | Ketua ...orang X Rp. ... -

Honorarmm dlbenkan

........

2. | Sekretaris ..orang X Rp. ..y

3. | Anggota ~ w.oOrang X Rp. .o

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ~

...{/NAMA GUBERNUR TANPA GELAR)... " |

KEARG FERANGHAT DASRAR
HURUM : _:smmgmzyﬂ .
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LAMPIRAN III

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020 :
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI .
SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP MENETAPKAN ANGKA KREDIT-

JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH. PROVINSI KALlMANTAN 5
BARAT '

FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT:

ROP GARUDA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : ........ /.(PD)../..(Tahun SK dikeluarkan)..
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ..(NAMA
JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penetapan angkéi Kredit .Jéba't'ail-:';;_-_. :
Fungsional ..... (Nama JF).... di Lingkungan Pémerintah. &

Provinsi Kalimantan Barat, perlu menunjuk Pejabat - Penetap-_’ £

Angka Kredit Jabatan Fungsional ...(Nama JF}
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kahmantan Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagazmana dnnaksud-f.:_. S

dalam huruf a, maka Penunjukan Pejabat Penetap Angka . - o

Kredit Jabatan Fungsional ..... (Nama' JF).....di Lingkungan' |
Pemerintah Provinsi Kahmantan Earat peﬂu dltetapkan

dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ’centang Pembenmkan’.:;[_
Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi-  Kalimantan - Barat,

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara--*':'; R
Republik Indonesia’ Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan e
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor = 1106) |

sebagaimana telah diubah dengan. Undang—Undang Nomor 21

Tahun 1958 (Lembaran Negara ‘Republik: Indonesia Tahun =
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 1622;

2. Undang-Undang Momor 12 . Tahun '_.2011 tentang_'_.jﬂf S
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran.
Negara Republik Indonesia - Tahun 2011 Nomor 82, |
Tambahan Lembaran Negara - Repubhk Indonesza Nomor S

5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparamr S1p11'_'-"5:.:_-.:. - .: ;-'
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2014 . . .

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesza:f;_};“'_-:

Nomor 3494)
KARD PERANGEAT DAERAN SRR
HUKUM _?E?&f&ﬁx&;ﬂ& : ABISTER I BERDA - . o
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang -
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran =
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun =

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 _-‘tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara .

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan =

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547} -

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan' Pemerintah = -
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia =
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara = :

Republik Indonesia Nomor 512 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang BlSlphl‘l-_; o
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara-’-"
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun - 2017 tentang:.- :

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik =

Indonesia  Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran~ =
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah' -
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Penmierintah Nomor 11' S

Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil; © -
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpuni -

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. sebagaimana telah - | -
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 = [

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer :
235} '

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan-'

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional .
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun'- S

2019 Nomor 834);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan-._:'_. .
Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... Tentang Jabatan_ e
Fungsional .... dan Angka Krechtnya (Berita Negara Repubhk;_-_ o

Indonesia Tahun . Nomor ...);

KARO PERANGHAT ;.?RAH

ASIBTEN SEEDA
HUKDM PEMRARAREA :
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional
..... (Nama JF).... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud . pada -
Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. . -

KETIGA : Tugas pokok Pejabat Penetap Angka Kredit sebagmmana .
dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan angka kredit jabatan fungsional ....... (nama JF, -
Jenjang dan golongan ruang terendah} ... sampai dengan
...{nama JF jenjang dan golongan ruang tertinggi yang menjadi
kewenangan)... di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat dan bagi Kabupaten dan Kota yang belum membentuk

Tim Penilai karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim .

Penilad yang ditentukan;

2. Menetapkan HPAK jabatan fungsional (nama JF, Jenjang dan :
golongan ruang terendah) ... sampai dengan ...(nama JFj Jenjang .
dan golongan ruang tertmggz yang menjadi kewenangadn)... di -
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan- bag:. .

Kabupaten dan Kota yang belurn membentuk Tim Penilai

karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang
ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dz

kemudian hari terdapat kekelirnan dalam penetapannya akan o

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..........couuee.
pada tanggal fanggal, bulan, tahun

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

[NAMA GUBERNUR TANPA GELAR)...

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Direktur Jabatan Karier di Jakarta;

2. Menteri .... (instansi pembina jabatan fungsional) ...;

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan

4. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

HARD FPERANGEAT DMIRAH
HUKUM FEMRA S
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LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI,

SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN

FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT -

FORMAT BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN ANGKA KREDIT :

KOP PD TIM PENILAI DIBENTUK

BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL (Nama Jabatan Fungsional)
PERIODE (Bulan dan Tahun Rapat)

Pada hari ini, ..... (Hari, tanggal dan Tahun) .... Tim Penilai Jabatan Fungsional
...... (Nama Jabatan Fungsional) ........ telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan
Angka Kredit (PAK) untuk periode ........... (Bulan dan Tahin) .................. bertémpat -
di e {Lokasi Rapat Pleno Penetapan Angka Kredit)..... : :
Tim Penilai Jabatan Fungsional ....... (Nama Jabatan Fungsional) .... memeriksa
sebanyak ...... (total jumlahj..... Daftar Usulan Penetapan Arigka Kredit dan =
menetapkan: _ EENR
1. Sebanyak ..... (emlah) ...orang Pejabat Fungsional ....(Nama Jabatan Pungsmnal) o
untuk dapat dmsulkan kenaikan dalam pangkat/ 3abatan setingkat lebih tmggl
atas nama:
= SOOI angka kredit yang dltetapkan....(angka -
kredit)....
b. Dst
2. Sebanyak ....... orang Pejabat Fungsional ....... {Nama Jabatan Fungsmnal) ....yang _'
belum dapat diusulkan kenaikan dalam pangkat/ jabatan setmgkat lebih- tmgglf e
atas nama: i
= OO SO ST angka kredit yang d1tetap1<:an (angka
kredit)...
b. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebag’aii‘nérid mestmya o R

(Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun}
Yang menetapkan:

Ketua i welnamaj ......... ..{tanda tdngdﬁ)

Sekretaris : ..fnama}......... - witanda tanganj ...
Anggota 1 o (namaj......... w(tanda tangan} ...

2. ... nama)......... e({tanda tangan) ..

3. ..{namgj ......... uftanda tangan) ..

4. dst .'.;(tanda tangan)'-.ﬁ."
Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat; dan
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat.

A GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{

SUTARMIDJI




